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A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era yang semakin berkembang dalam berbagai
aspek, salah satunya bidang ekonomi. Dalam berbisnis di era globalisasi saat
ini, masyarakat sering dihadapkan pada permasalahan hukum yang sulit. Suatu
perusahaan yang dinyatakan pailit saat ini akan menimbulkan akibat dan
dampak yang merugikan tidak hanya bagi perusahaan tersebut tetapi juga secara
global. Krisis moneter tahun 1998 dimulai dengan melemahnya nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS. Hal ini menyebabkan utang valuta asing pengusaha
Indonesia meningkat secara tidak normal, terutama kepada kreditor asing,
sehingga banyak debitor Indonesia yang tidak mampu melunasi utangnya.
Selain itu, kredit macet di perbankan domestik juga meledak secara tidak

normal.!

Keberadaan lembaga pailit sudah lama dikenal secara internasional maupun
di Indonesia. Apalagi di Indonesia, lembaga ini sangat populer sejak krisis
moneter tahun 1998.2 Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu
negara yang paling menderita akibat krisis keuangan ini, sehingga tidak sedikit
perusahaan maupun perorangan yang bangkrut. Untuk memperbaiki dan
mengantisipasi keadaan tersebut, salah satu langkah yang diambil pemerintah,
khususnya yang berkaitan dengan utang dalam dunia usaha, adalah
dikeluarkannya Perpu No. 1 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang
kepailitan. Setelah 6 (enam) tahun berlakunya UUK pada tahun 1998, Undang-

1 Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran,
Prenadamedia Group, Jakarta, him 83

2 Bernard Nainggolan, 2014, Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit, P.T. Alumni,
Bandung, him 3
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Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.3

Di Indonesia, istilah pailit mengacu pada seseorang yang tidak mampu lagi
membayar utang. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan
yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran utang yang berlaku adalah
peraturan zaman kolonial Belanda yaitu Faillissements Verordening. Istilah
pailit sebenarnya tidak digunakan dalam Faillissements Verordening, karena
yang digunakan adalah istilah onvermogen yang artinya tidak mampu
membayar atau mampu berhenti membayar utang. Oleh karena itu, istilah pailit
merupakan istilah yang berkembang dalam praktek, digunakan oleh masyarakat
Indonesia untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tidak mampu lagi

membayar utang-utangnya atau telah berhenti membayar utang-utangnya.*

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
menjelaskan pengertian kepailitan dalam pasal 1 angka 1, bahwa:
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ni.”.

Keadaan berhenti membayar utang menggambarkan kesulitan keuangan
debitor atau tidak mampu membayar hutang yang jatuh tempo dan tidak dapat
ditagih. Ketentuan KUHPerdata, utang diartikan sebagai kewajiban membayar
sejumlah uang yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang. Pasal
1756 KUHPerdata menjelaskan pengertian utang yang timbul dari peminjaman
uang, yang mengatur bahwa utang yang timbul dari peminjaman uang hanya
meliputi jumlah yang tercantum dalam perjanjian. Selanjutnya Pasal Pasal 1
Angka 6 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan
bahwa:

3 Bernard Nainggolan, 2011, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor Dan Pihak-Pihak
Berkepentingan Dalam Kepailitan, P.T. Alumni, Bandung, him. 5
4 Elyta Ras Ginting, 2018, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Sinar Gratifika, Jakarta, him. 4

Universitas Kristen Indonesia



“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik
secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen,
yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi
oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Dalam konteks proses kepailitan, konsep utang sangat menentukan. Oleh
karena itu, tanpa hutang kepailitan tidak dapat dipertimbangkan. Tanpa utang,
hakekat kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk
melikuidasi harta kekayaan debitor untuk membayar utang-utang kreditor.
Kepailitan adalah solusi bisnis untuk menyelesaikan masalah utang-utang
seorang debitor, ketika debitor tidak mampu lagi membayar utang-utang
tersebut kepada para kreditornya. Oleh karena itu, jika debitor menyadari
ketidakmampuannya untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo,
maka langkah mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya
merupakan langkah yang memungkinkan, debitor sebenarnya tidak mampu lagi

membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.®

Debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga harus memenuhi
Syarat-syarat sebagai berikut, yaitu debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih
kreditor dan debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU
Kepailitan dan PKPU mensyaratkan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan
dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran
permohonan pailit. Ketentuan ini sesuai dengan tujuan hukum kepailitan, yaitu
menjamin dan membagi hasil penjualan harta milik debitor secara adil kepada
kreditornya dan mencegah agar debitor yang insolven tidak merugikan

5> Hadi Shubhan, 2019, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana
Prenadamedia, Jakarta, him. 2
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kepentingan kreditornya. Dengan kata lain, hukum kepailitan tidak hanya
melindungi kreditor dari kreditor lain, tetapi juga melindungi kreditor dari

debitor.5

Akibat hukum putusan pailit terhadap debitor berlaku prinsip jam 00 atau
zero hour principle, yaitu memiliki daya efektivitas terhitung sejak jam 00 pada
tanggal putusan pailit dibacakan. Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU bahwa :

(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus

kekayaannya yang termasik dalam harta pailit, sejak tanggal putusan
pailit diucapkan

(2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
pukul 00.00 waktu setempat.

Akibat hukum yang pertama dari putusan pailit adalah debitor kehilangan
hak untuk mengurus harta kekayaannya pada saat putusan pailit serta harta
kekayaan yang masih ada di kemudian hari, termasuk mengurus perusahaan
atau bisnis. Selain itu, kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang
disebutkan dalam putusan pailit akan mengambil alih sejak tanggal putusan
pailit. Zero hour principle, secara yuridis formal kewenangan kurator atau Balai
Harta Peninggalan secara resmi berlaku mulai pukul 00.00 waktu setempat.”
Setelah dinyatakan pailit, semua perjanjian yang diadakan oleh debitor dengan
pihak Kketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perjanjian itu
memberi manfaat kepada harta pailit atau dapat menambah harta pailit, hal ini
dinyatakan dalam Pasal 25 Undang-undang. UU Kepailitan dan PKPU.®

Putusan pailit menjadi dasar adanya hak yang dapat dilaksanakan, yaitu sita
umum untuk kepentingan para kreditor secara bersama dan terciptanya
hubungan baru. Hubungan baru antara debitor dengan kreditornya berkaitan
dengan kewajiban debitor untuk memenuhi prestasinya, yaitu debitor tidak lagi
dapat dituntut secara pribadi oleh kreditor lainnya untuk membayar utang-
utangnya. Sebaliknya tuntutan hak untuk mendapatkan pembayaran tersebut

& Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, him. 4

7 Elyta Ras Ginting, 2019, Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 51

& Bernard Nainggolan, Op.cit, him. 31
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harus di ajukan kreditor kepada kurator. Sita umum atas harta debitor yang
dinyatakan pailit menurut Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

UU Kepailitan dan PKPU memberikan dasar bagi kurator untuk
melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Walaupun Pasal 69 ayat
(2) huruf a UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa pelaksanaan tata cara
pengurusan dan pemberesan harta pailit sepenuhnya berada dalam kewenangan
kurator, dalam hal tertentu kurator harus mendapat persetujuan atau izin dari
hakim pengawas untuk mengambil tindakan dan juga wajib berdiskusi dengan

panitia kreditor sebelum mengambil tindakan atas harta pailit.°

Pengurusan dan pemberesan harta adalah bagian yang paling penting, sulit,
dan memakan waktu dari proses kepailitan bagi debitor atau perusahaan. Hal
ini tercermin dari banyaknya ketentuan yang mengatur masalah pengurusan
harta kekayaan pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU, khususnya dalam 308
pasal dan memiliki 138 pasal terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Proses pengurusan harta pailit adalah serangkaian perbuatan hukum terhadap
harta pailit yang berada di bawah kekuasaan mutlak dari kurator yang disebut
dalam putusan pailit sebagai pengurus dan pemberes harta pailit. Tindakan
pertama kurator harus mengamankan harta pailit. Berdasarkan Pasal 98 UU
Kepailitan dan PKPU bahwa :

“Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya

untuk mengamankan harta pailit dan 'menyimpan semua surat, dokumen.

uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda
terima”.

Mengamankan harta pailit harus segera dilakukan oleh kurator. Pasal 99 UU
Kepailitan dan PKPU membolehkan kurator untuk mengajukan permohonan
kepada pengadilan agar harta pailit disegel. Undang-Udang Kepailitan yang
berlaku saat ini UU No. 37 Tahun 2004, sejak awal dibentuk telah dirancang
sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan pembayaran utang debitor secara

musyawarah agar usaha debitor pailit dapat kembali beroperasi secara normal.

9 Elyta Ras Ginting, Op.cit, him. 121
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Di antaranya, adanya Asas Kelangsungan Usaha (On Going Concern)
merupakan salah satu asas hukum kepailitan dan PKPU merupakan cara yang
ideal untuk penyelesaian pembayaran utang. Pasal 104 UU Kepailitan dan
PKPU menjelaskan, bahwa:

(1) Berdasarkan persetujuan Panitia kreditor sementara, kurator dapat
melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap
putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan
kembali.

(2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator me

merlukan izin Hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagai mana
dimaksud pada ayat (1).

Going concern biasa digunakan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan
laporan keuangan (financial statement) suatu perusahaan (entity) yang dibuat
oleh seorang akuntan publik secara profesional. Para ahli pada umumnya
sepakat bahwa kelangsungan usaha digunakan sebagai parameter untuk
memperkirakan kelangsungan hidup suatu entitas dalam usahanya untuk jangka
waktu tertentu, biasanya sebelum 1 (satu tahun). Salah satu tujuan reformasi di
bidang hukum kepailitan (Faillissements Verordening) yang sebelumnya
diterapkan di Indonesia yang bernuansa ekonomi adalah untuk menyelesaikan
masalah pembayaran utang piutang antara debitor dengan kreditor secara
berimbang agar perusahaan dapat terus berjalan, sehingga perekonomian

Indonesia kembali normal.

Pelaksanaan kelangsungan usaha (on going concern) secara jelas diatur
dalam Pasal 179-184 UU Kepailitan dan PKPU, dalam praktek pengurusan dan
pemberesan harta pailit status going concern dapat dijadikan indikator untuk
menentukan pilihan untuk melikuidasi apabila kekayaan debitor pailit menjadi
insolven.'® Usaha debitor yang sudah dinyatakan pailit hanya dapat dilanjutkan
beroperasi berdasarkan indikator-indikator keuangan dari usaha debitor

merefleksikan usaha tersebut masih berstatus going concern, paling tidak untuk

10 Elyta Ras Ginting, 2018, Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor, Sinar Grafika, Jakarta, him.
184-185
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jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Juniarti membagi indikator tersebut
menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

(1) Indikator keuangan debitor pailit yang mencakup defisiensi keuangan,
defisiensi ekuitas, adanya tunggakan pembayaran utang dan kesulitan
memperoleh dana.

(2) Indikator operasional perusahaan yang mencakup pada kerugian operasi
yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan

operasional terancam dan pengendalian operasional lemah.!!

Merujuk pada Pasal 184 Ayat (1) Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU
menyatakan bahwa penjualan harta pailit hanya dapat dilakukan terhadap harta
pailit yang tidak diperlukan untuk meneruskan kelangsungan perusahaan dan
dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk melanjutkan usaha
debitor pailit yang erat kaitannya dengan likuidasi atau pemulihan harta pailit

yang sudah dapat dimulai oleh kurator sejak harta pailit insolven.

Dengan cara melanjutkan usaha (on going concern) debitor pailit,
diharapkan nilai harta pailit kemungkinan masih akan dapat di tingkatkan.
Lagipula usaha debitor yang dijual dalam keadaan going concern akan lebih
menguntungkan daripada dijual dalam keadaan operasinya telah dibekukan atau
dijual piece by piece. Apalagi barang-barang yang disebut sebagai barang yang
diperlukan untuk meneruskan perusahaan memiliki nilai yang cukup besar
seperti pabrik, mesin-mesin, hasil produksi (inventory) dan lain sebagainya.
Menurut J.B Huizink penjualan going concern perusahaan atau bagian-
bagiannya akan memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan likuidasi

atau pemberesan harta pailit.*?

11 Juniarti, 2000, Professi Akuntan Merespon dampak Memburuknya Keadaan Ekonomi, Journal
Akuntansi & Keuangan, Volume 2, No.2, him.159

2 J.B Huizink, 2004, Insolventie, Penerbit Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, him.70
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Pada kenyataannya kurator sebagai pelaksana going concern tidak selalu
berhasil dalam menerapkan going concern, kadang kala kurator mengalami
kegagalan juga dan tidak jarang kurator masih kurang memahami going
concern dalam menangani perkara kepailitan. Maka lebih lanjut, penulis akan
mengangkat suatu perkara kepailitan Hotel Bayfront Villa Jepara yang
beralamat di JI, Universitas Diponegoro Teluk Awur, Jepara. Kurator Hotel
Bayfront Villa Jepara telah berupaya melanjutkan kelangsungan usaha untuk
meningkatkan harta pailit dan melunasi utang piutang yang dimiliki oleh
debitor. Kurator Hotel Bayfront Villa mengalami berbagai hambatan sehingga
penerapan asas kelangsungan usaha tidak berhasil dilakukan. Kelangsungan
usaha akan berdampak positif bagi pemilik usaha, karyawan, pemasok,

masyarakat dan negara.

Dari latar belakang ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor mendasar
yang menyebabkan ketidakberhasilan penerapan asas kelangsungan usaha (On
Going Concern) dalam perkara kepailitan. Dari itu penulis mengangkat judul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Penerapan Asas Kelangsungan
Usaha (On Going Concern) Dalam Perkara Kepailitan (Putusan No. 1/Pdt.
Sus-GLL/2020/PN. Semarang Jo. No. 9/Pdt. Sus-Pailit/2019/PN.

Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kelangsungan usaha (On Going Concern)
dalam perkara kepailitan Hotel Bayfront Villa Jepara yang mengalami
kegagalan dalam menerapkan going concern?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap gagalnya penerapan asas
kelangsungan usaha (On Going Concern) dalam perkara kepalitan Hotel
Bayfront Villa Jepara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang?
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C. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana judul penelitian dan latar belakang serta rumusan masalah
yang penulis telah uraikan diatas, maka dari itu penulis dalam penelitian ini
membatasi pembahasan penelitian ini agar tidak meluas dan tidak menimbulkan
interprestasi dalam penelitian ini, maka agar penelitian ini lebih fokus penulis

akan menjabarkan ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :

1. Membahas perihal kegagalan penerapan asas kelangsung usaha (On
going Concern) dalam perkara kepailitan Hotel BayFront Villa Jepara.
2. Membahas perihal akibat hukum terhadap gagalnya penerapan asas
kelangsungan usaha (On Going Concern) dalam perkara kepalitan Hotel
Bayfront Villa Jepara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berusaha memberi penjelasan mengenai faktor-
faktor penyebab gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (On Going
Concern) dalam perkara kepalitan Hotel Bayfront Villa Jepara dan memberikan
penjelasan mengenai akibat hukum terhadap gagalnya penerapan asas
kelangsungan usaha (On Going Concern) dalam perkara kepalitan Hotel
Bayfront Villa Jepara. Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat tujuan

umum dan khusus yaitu :
1. Tujuan Umum

Tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai bentuk sumbangsih dalam
menambah wawasan terkait dengan hukum kepailitan untuk kalangan
mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat Indonesia serta dapat memenubhi
persyaratan untuk menyelesaikan studi kuliah yaitu Strata Satu (S1) di

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
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2. Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini diharapkan memberi penjelasan mengenai
faktor-faktor penyebab gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (On
Going Concern) dalam perkara kepalitan Hotel Bayfront Villa Jepara dan
memberikan penjelasan mengenai akibat hukum terhadap gagalnya
penerapan asas kelangsungan usaha (On Going Concern) dalam perkara
kepalitan Hotel Bayfront Villa Jepara menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Keadilan Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang terdapat
pada alinea kedua (2) dan kelima (5) sebagai berikut:

1) Ayat kedua (2) berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab”.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi
luhur yang mampu berpikir, berperasaan, berinisiatif, dan mencipta
karena memiliki kemampuan menempati/bermartabat tinggi.
Dengan pikirannya, manusia memiliki budaya, dengan hati
nuraninya, manusia memahami nilai dan standar. Sila kemanusiaan
yang adil dan beradab selalu dilandasi dan diilhami oleh sila
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ajaran kemanusiaan merupakan
landasan dasar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
Nilai kemanusiaan ini berakar pada landasan filosofis antropologis
bahwa hakikat manusia merupakan susunan dari hakikat mental dan
jasmani, hakikat individu dan makhluk sosial, memposisikan
hakikat individu yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa.
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Sila ini mengandung nilai-nilai bahwa negara harus melindungi
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai-
nilai kemanusiaan yang beradab merupakan perwujudan dari nilai-
nilai kemanusiaan sebagai makhluk berbudaya, bermoral dan
beragama. Dalam kehidupan bernegara kita harus selalu bersandar
pada moralitas manusia, misalnya dalam kehidupan pemerintahan
negara, politik, ekonomi, hukum, kemasyarakatan, budaya,
pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan beragama. Oleh
karena itu, hidup bersama dalam satu negara harus dijiwai dengan

prinsip kemanusiaan saling menghormati meskipun ada perbedaan.

Nilai kemanusiaan yang benar mengandung arti bahwa hakikat
manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus benar.
Hal ini mengandung arti bahwa manusia harus adil dalam
hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan
masyarakat, dengan bangsa, dengan negara, dan dengan lingkungan,
serta dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai manusia,
seseorang harus melindungi hak asasi manusia, menghormati hak
atas kesetaraan dan kualifikasi, tanpa memandang suku, ras, asal,
status sosial atau agama. Selain itu harus mengembangkan sikap
saling mencintai, menghargai, menghargai, toleransi dan

menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

2) Ayat kelima (5) berbunyi “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia”.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia dilandasi dan ditanamkan pada sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan dan rakyat pemilik Indonesia yang dipimpin oleh
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila kelima
mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan negara sebagai tujuan

dalam hidup bersama. Dengan demikian, dalam sila kelima terdapat
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nilai keadilan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan
bermasyarakat. Keadilan bersumber dan meresapi hakekat keadilan
manusia, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan

manusia.®
b. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan hukum adalah
untuk memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Di sini
kemanfataan diartikan sebagai kebahagiaan, jadi penilaian baik buruk
atau adilnya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu membawa
kebahagiaan bagi manusia atau tidak. Artinya, setiap proses penyusunan
produk hukum harus selalu memperhatikan tujuan hukum, vyaitu
membawa kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jeremy
Bentham membangun teori hukum yang lengkap atas dasar yang mapan,

berdasarkan asas kemanfaatan.*

Jeremy Bentham adalah seorang pejuang radikal dan tanpa henti
untuk undang-undang yang dikodifikasi dan untuk merombak apa yang
dianggapnya berantakan. Dia adalah penggagas dan pemimpin aliran
kemanfataan. Menurutnya, hakikat kebahagiaan adalah kegembiraan
dan hidup tanpa penderitaan. Kegembiraan dan rasa sakit memiliki ide
dari setiap sudut pandang. Jeremy Bentham dalam kesimpulannya juga

menyampaikan dua hal yaitu,

1. Tujuan hukum dan keadilan dalam menciptakan kebahagian
yang seluas luasnya bagi orang banyak; dan

2. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kebahagian
kepada masyarakat maka dari itu perundang-undangan di tuntut

Bhttps://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/539/522 Keadilan Pancasila _dalam

Persepektif Teori Keadilan Aristoteles (diakses tanggal 08/10/2022 pukul 10.00)

1nttps://jurnalhukum.com/utilitarianisme/ Aliran Utilitarianisme (diakses tanggal 08/10/2022 pukul
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untuk mampu mecapai tujuan yaitu, memberikan perlindungan

serta mencapai persamaan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan konsep-konsep

khususnya dalam penelitian, artinya mempunyai batasan-batasan yang

berhubungan dengan pengertian atau istilah yang akan digunakan dalam

penelitian, Sehingga di harapkan dapat menjawab subtansi

permasalahan pada penelitian ini serta mempunyai presepsi yang sama

antara penulis dengan pembaca dalam penelitian ini.

a.

Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah
pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini”.

Utang adalah sesuatu yang dinyatakan dalam jumalah mata uang
indonesia maupun mata uang asing yang ditimbulkan akibat adanya
perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian adalah keadaan dimana lebih dari dua orang mengikatkan
dirinya pada suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban
bagi masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tesebut.
Sita umum merupakan sita yang dilkukan terhadap seluruh harta
kekayaan debitor setelah deibtor dinyatakan pailit oleh putusan
pengadilan.

On Going Concern adalah kelangsungan usaha debitor yang telah
dinyatakan pailit.

Kreditor adalah seseorang yang meminjamkan atau yang berstatus
sebagai piutang dalam melakukan pinjam meminjam.

Debitor adalah seseorang yang mempunyai utang terhadap kreditor

disebabkan oleh karena debitor meminjam uang kepada kreditor.
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h. Kurator adalah profesi hukum yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

i. Hakim pengawas adalah profesi hukum yang mempunyai tanggung
jawab untuk melakukan pengawasan dalam proses pemberesan harta

pailit.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, penelitian merupakan salah satu sarana
utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan
untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis dan konsisten.
Melalui penelitian ini dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang
terkumpul dan diolah.® Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, konsep
penelitian hukum adalah proses menemukan norma-norma hukum, serta
doktrin-doktrin hukum untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi
masyarakat.’® Metode ilmiah dapat diandalkan jika disiapkan sesuai dengan
metode yang tepat. Metode adalah cara kerja kita untuk memahami objek yang
menjadi tujuan dari ilmu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis
normatif. Jenis penelitian yuridis normatif yang biasanya dikenal dengan
penelitian kepustakaan, jenis penelitian hukum ini melakukan dengan
mencari serta meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder belaka. Objek
penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma hukum, konsep hukum,
asas hukum dan dokrin hukum, artinya penelitian yuridis normatif meneliti
dengan memperhatikan bahan hukum primer dan skunder yang di dasarkan

pada norma yang terdapat pada perundang-undangan serta putusan

15 Soerjono Soekamto dan Sri Mamuiji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
PT RajaGrofindo Persada, Jakarta, hIm. 45

16 peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, him.
35
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pengadilan dan norma yang hidup di tengah masyarakat yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang
berkaitan dengan penelitian ini  yaitu mengenai faktor-faktor
ketidakberhasilan penerapan asas kelangsungan usaha (On Going Concern)
dalam perkara kepalitan Hotel Bayfront Villa Jepara dan memberikan
penjelasan mengenai akibat hukum terhadap ketidakberhasilan penerapan
asas kelangsungan usaha (On Going Concern) dalam perkara kepalitan
Hotel Bayfront Villa Jepara.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data
primer dan data skunder yang dapat mendukung dan melengkapi serta
menjawab seluruh pertanyaan penulis dalam rumusan masalah di penelitian
ini, oleh karena itu bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai
kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan
Peraturan Perundang-undangan antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
2. Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang No. 1 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 109/KMA/SK/1V/2020 Tentang Pemberlakuan Buku
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Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
7. Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang

berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder merupakan sumber hukum yang diperoleh dari
sebuah dokumen resmi, publikasi hukum, serta pernyataan atau
doktrin dari para ahli yang dapat diperoleh dari metode wawancara
dan pengumpulan berbagai studi kepustakaan seperti buku hukum,
majalah hukum, jurnal hukum, dan artikel-artikel terkait penelitian

yang dilakukan oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus,

ensiklopedia, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian
ini dengan melakukan studi kepustakaan. Kemudian data yang penulis
peroleh dari studi kepustakaan dipergunakan untuk mempelajari dan
memahami literatur hukum seperti, buku-buku hukum, peraturan
perundang-undangan, pendapat ahli hukum atau pandang ahli hukum serta
media cetak internet maupun koran yang berhubungan dengan bahan

penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Dalam melakukan pengelolaan data seluruh bahan kepustakaan

dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mencari suatu jawaban atas
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permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, kemudian diuraikan dalam

suatu bentuk gagasan yang dapat menjawab rumusan masalah penulis.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan

adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta

hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang,

tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai

berikut:

a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut

ilmu hukum. Misalnya: penafsiran otentik, penafsiran gramatikal,
penafsiran sistematis.
b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode content analysis

(analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini penulis akan menguraikan atau memaparkan

muatan di dalam penlisan ini secara keseluruhan, sebagai berikut :

BAB |

BAB I1

PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan isi dari pendahuluan yang
terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah,
ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian,
kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian,

sistematika penulisan
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari sejarah
hukum kepailitan di Indonesia, asas-asas kepailitan, syarat
permohonan pernyataan pailit, akibat kepailitan terhadap

debitor, tugas dan tanggung jawab kurator, asas
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BAB IV

BAB V
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kelangsungan usaha (on going concern), prosedur rapat-
rapat kreditor, prosedur mengajukan going concern,
wewenang pengadilan niaga, teori keadilan dan teori

kemanfaatan.

PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA (ON
GOING CONCERN) DALAM PERKARA
KEPAILITAN HOTEL BAYFRONT VILLA JEPARA
YANG MENGALAMI KEGAGALAN DALAM
MENJALANKAN GOING CONCERN

Pada bab ini penulis akan membahas hal-hal mendasar
penyebab gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (On
Going Concern) dalam perkara kepailitan Hotel Bayfront

Villa Jepara.

AKIBAT HUKUM TERHADAP GAGALNYA GOING
CONCERN DALAM PERKARA KEPAILITAN
HOTEL BAYFRONT VILLA JEPARA

Pada bab ini penulis akan membahas akibat hukum terhadap
gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (On Going
Concern) dalam perkara kepailitan Hotel Bayfront Villa

Jepara.
PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang

berisi kesimpulan dan saran.
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